GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Dacrah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud

pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan
Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indomnesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679).
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614y,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 3135);

Peraturan Daerah Provinst Lampung Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 441);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menetapkan

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas laporan keuangan.

® OO0 T



(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 5.588.722.511.301,34
b. Belanja dan Transfer Rp. 5.476.921,595.654,51
Surplus Rp. 111.800.915.646,83
¢. Pembiayaan
Penerimaan Rp. 102.511.594.856,67
Pengeluaran Rp. ___  10.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 92.511.594.856,67
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.237.184.630.859,27)

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan Rp. 5.825.907.142.160,61
b. Realisasi Rp. 5.588.722.511.301,34
Selisih kurang Rp. 237.184.630.859,27

. Selisih  anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah

Rp.441.497.141.362,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja dan Transfer Rp. 5.918.418.737.017,28

b. Realisasi Rp. 5.476.921.595.654,51
Selisih lebih Rp. 441.497.141.362,77

Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah

Rp.204.312.510.503,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defisit Rp. {92.551.594.856,67)

b. Realisasi Rp. 111.800.915.646,83
Selisih lebih Rp. {204.312.510.503,50)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 102.511.594.856,67
b. Realisasi Rp. 102.511.594.856,67
Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 10.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 10.000.000.000.00

Selisih lebih/kurang Rp. 0,00



6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.0,00 dengan
rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 92.511.594.856,67
b. Realisasi Rp. 92.511.594 6
Selisih lebih /kurang Rp. 0,00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1} huruf b per 31 Desember
Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 4.883.232.964.193,85

b. Jumlah Kewajiban Rp. 524.071.901.050.80

c. Jumlah Ekuitas Rp. 4.359.161.063.143.05
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} huruf ¢ untuk
tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016 Rp. 102.947.494.215,67
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 1.110.532.594.684,83
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (1.008.704.570.010,00)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris/ Rp. (0,00)
non-anggaran
e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 204.748.409.862,50
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari:

a. Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan  daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
¢. Lampiran III : Laporan operasional

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas

e. LampiranV : Neraca

f. Lampiran VI : Laporan arus kas



g Lampiran VI : Catatan atas laporan keuangan

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih

j- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penysihan dana
bergulir

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) dacrah

1.  Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah

q. Lampiran XVII : Dalftar kewajiban jangka pendek

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

s tahun anggaran berikutnya
t. Lampiran XX : lkhisar laporan keuangan badan wusaha milik

daerah/perusahaan daerah perusahaan dacrah
u. Lampiran Lainnya : lkhisar laporan keuangan desa

Pasal 8

Gubernur = menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2017.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Agusiug 2017

GUBERNUR LAMPING.

M. RIFHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung

pada tanggal 29 AQustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PRO SI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembpina Utama Madya
NIP. 19880728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR...ll.......
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (..11.../ d../#2%.)



LA“"ﬂRAN 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

. NOMOR 11 TAHUN 2017

Iﬁﬁgﬁm . 29 AOUSTUS 2017

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAN (Rp) SERTAMBAH / (SERXURANE)
noROR URAIAN
- (Rp) (%)

1 PENDAPATAN S.425.907.142, 150,61 S5 7511 0L M4 (237.184.620.859,17) 95,93
reroasaran st oaman imemema| T ammon| | anmesan| s
1.1.1 Pendapstan Paink Doerah 2,465.800.000. 000,00 2050.836.519.458,2 (417.963.480.541, 78) nom
1.1.2 Perxiapstan Ratritns Desrah 6.852.424.900,00 L.150465.984.00 132.041 904,00 104,85
1.1.3 Penapatan Hasll Pengeloisan Kelayaan Dasrah Yang Dipisahkan 26.980.630.4028,00 26.696.066.021,45 (W31.771L000,55) 98,95
1.1.4 Lain-jain Pencirpatan Agh Daerah yang Sah DI6.066.610.960,61 203.075.395.783,67 47.011.783.43,06 119,91
1.2 PEMDAPATAN TAANSFER 1058 451 4X0.572,00 3.199.384.044.538,00 140.922.613.566,00 104,61
Tt Pamerviah Puce - Do Prgen wvmmmm|  ummamsen| smenssm | e
1.2.1.1 Dars Byl Hessh Pujek 142.732,782.000,00 145. 745, 610.056,00 101 2.828.056,00 102,11
1.2.1.2 Dars Bagl Hesl Buion Pajak (Sunter Duwya Alsm) 42,213 510.400,00 3N.730.307 3550 (2483 1.72.045,00) 94,12
1.2.1.3 Dane Abokas Limum 1.082.30.229.574,00 1.321.679.032.000,00 279,308.802.428 00 122,11
1.2.1.4 Das Noked s L7an s | LSy awm ) ] (RIASBELEION| . ns
1.2.2 Tester Pemenntah Puct - Lans osnaMeeop RETLAMB000 | 000 | oo
1.2.2.2 Darg Peryesume WETLIMONG0 ) ASTLI40000 M0 m
L.3 LAIN-LATM PENDAPATAN YANG SAH 1.246.048.00,00 | 1542255160 (. GIBRAM) [ MO
1.3.1 Perdugaian Hitsh 17.584.048.000,00 10.426.215.516,00 (7-157.832.404,00) LW
1.3.3 Pendegeian Lainnys 10.162.000.000,00 10.116.000.000,00 {#6.000.000,00) 99,55
1 BELAMIA 5.918.418.7%7.,017,28 5.478.921.595.654.51 (#41.457.241,.362,77) 2.4
s OPERAS  osseswnes | amaomes | ammsuem|  sa
1.1.1 Belwrgs Paguwal 884.521.454.900,00 E9.305.940.438.00 {45315.506.462,00) 94,58
2.1.2 Beland) Barang 1.107.960.4M519,28 1.038.243.621.007 51 (69.716.851.602,77) 93,71
2.1.5 Belang) Hiboh 1.464,401,056.000,00 . 1,450.800 387.985 00 (13.597.668.015,00) 99.07
2.1.6 Beltnis Bantuan Sossl £.000.009.000,00 1.587 280.000,00 (3ALL.720.000,00) 12
2.1.7 Belbrga BONOBN Kewirsn RO Ao trvetund 46.368.54.582,00 faxsenm) | k4
2.2 T Liseiassrmm p o Loos.rrososassm | (119.536.348.555,00) 89,35
2.2.1 Geinrga Tonsh 50.079.000.000,00 9.918.521.500,06 {160,478.400,00) 99,60
2.1.1 Beinnds Pucalstan dan Mesin 122.264.2%0.575,00 115.746.641.078,00 (6.517.509.497,00) 94,67

LAMPIRAN | PERDA PESTANGMGIMEARAN - LARCIRAN RIESLISASE AMGCARAN




) J
JAIMLAH {Ap) SEETAMBAHK / (BERKLRANG)
ANGGARAN
LT SETELAN REALESAST
("p) (%)

2.1.3 Belanja BangunEn dn Gedung 194.11% 959.413,00 180,137,141, L% 00 (10,992,814 788,00} M9M
2.1.4 Balanga Julan, [rignyl dna Jurigan 758.100.968.750,00 655.971.979.520,00 (102.129.589.230,000 86,53
2.1.5 Belerga Avet Tuap Lot o memmew | L006.121.860.00 asanamon|  nm
2.3 BOAATAXTEROGGA pseszomm [ 1967.000.0000 | ososzrmm| | »a
Z.3.1 Balardgs Tak Terduga 1151657530 1967 000.000,00 (9.529.522.753,00) 950
2.4 TRANSFER L2659, 185,235 411,00 1.089.845.007 459,00 (179.339.218.953 00} asar
2.4 Trarster Bog Hest Ko KABVKOTADESA samzeaaw | imseomem| anamamenn| w9
2.4.1.1 Bogl Hasll Pajak 1.265.185.126. 412,00 1.009.846.007 459,00 (179.33911&95’,”) 85,87
SURPLUS / (DEFTSTT) (92.511.554.856,67) 111800.915 546,53 431251050350 [ (1205

3 PEMBIAYAAM
2.1 PENERIMAAN DAZRAN | msnsases | uesiseses o | 100w
3.1 Permguon S Letih Parslurgan Anggesan (SLPA) msummes | msimesse | o wom
3.2.2 Perwertsan Modal (Investasl) Pemerinkh Dasrsh 10.000.000.000,00 10.000.080.000 00 0,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 92.51L.5M 85667 92.511.594.056.67 0,00 100,00
SISA LERTH PEPELAYAAN ANGEARAN (STLPA)Y a0 204.312.510.503,50 204.312.510.50, 50 0,00

GUBERNUR LAMPUNG,

MRpHOFICARDO

LAMPERA I PERDA PETRAGGUNGINFAIIAN ~ LAFORAN RIRLISAS! ARGGARAN




